BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dalam skripsi ini dari hasil
penelitian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya dapat diambil
kesimpulan sebagai berikut :

1. Penegakan hukum terhadap penjualan satwa langka telah diatur
dalam Undang-Undang KSDA sesuai dengan Pasal 21 ayat 2
dimana jelas tertulis larangan terhadap satwa langka yang
dilindungi baik menangkap, memelihara maupun menjualnya.
Penanganan kasus penjual terhadap satwa menurut penulis para
penegak hukum sudah pro aktif dengan melakukan tugasnya
sesuai dengan kewenangan dan tangung jawabnya seperti sarana
dan fasilitas yang membantu penegak hukum dalam menegakan
tugasnya secara umum sudah meningkat seperti jelajah internet
yang lebih baik, hal ini dilihat dari kegiatan cyber patrol yang
dilakukan oleh penegak hukum sehingga masyarakat dapat
membantu tugas kepolisian dalam hal melaporkan kejahatan
terhadap satwa. Kebudayaan yang ada di masyarakat saat ini
sudah modern dan mengalami perubahan dimana segala aktivitas
manusia sudah melibatkan teknologi hal ini memunculkan
pergeseran tindakan yang sudah tidak sesuai lagi dengan

ketentuan hukum yang masih diberlakukan seperti UU KSDA yang



mengakibatkan banyaknya ruang yang tercipta dalam melakukan
tindak pidana transaksi penjualan satwa, dalam penegakan hukum
faktor-faktor yang telah diuraikan menurut teori penegakan hukum
harus berjalan kesemuanya agar penegakan hukum terhadap
penjualan satwa langka dapat berjalan secara optimal. Pemerintah
telah melakukan berbagai upaya diantaranya ketika kejahatan itu
terjadi antara lain, operasi penegakan hukum, pengumpulan bahan
keterangan, pengamanan barang bukti, penangkapan tersangka
dalam hal tertangkap tangan, penanggulangan konflik satwa liar,
pemadaman kebakaran, dan pengawalan tersangka, saksi atau
barang bukti, serta tugas-tugas lain sebagaimana yang telah diatur
adalah salah satu penegakan hukum yang dilakukan setelah
kejahatan terhadap satwa ini terjadi.

. Hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan penegakan
hukum diantaranya pertama, unsur-unsur pasal dalam Undang-
Undang KSDA yang diterapkan terhadap pada para pelaku
penjualan satwa secara online sudah tidak tepat untuk digunakan.
Kedua penegak hukum pun dengan terpaksa masih menggunakan
Undang-Undang KSDA untuk menjerat para pelaku penjualan
satwa yang modusnya lebih modern. Ketiga, pembagian tugas
kewenangan dalam menangani kasus kejahatan terhadap satwa
antar lembaga masih belum jelas. Regulasi yang ada saat ini masih

terjadi tumpang tindih kewenangan sehingga memungkinkan terjadi



lepas tanggung jawab dikarenakan belum adanya batasan yang
jelas terkait kewenangan antara lembaga yang menghambat
proses penegakan hukum itu sendiri. Keempat, masyarakat juga
masih terhambat dengan ketidaktahuan mereka bahwa satwa-
satwa tersebut dilindungi oleh negara dan tidak boleh
diperjualbelikan karena jumlah satwa yang dilindungi oleh negara
sangatlah banyak, serta sikap masyarakat yang kurang mendukung
dalam memberantas kejahatan terhadap satwa seperti acuh dan
malah kebanyakan bersikap apatis serta menganggap tugas
penegakan hukum semata-mata hanya urusan polisi. Hal ini juga

menjadi penghambat dalam penegakan hukum.

Saran

. Penegakan hukum terhadap pelaku penjual satwa harus lebih
dioptimalkan dalam praktinya ketika telah terjadi tindak pidana
perdagangan satwa sebagai wujud nyata keseriusan pemerintah
dalam hal melakukan pencegahan dan pemberian efek jera bagi
para pelaku tindak pidana satwa yang dilindungi.

. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber
Daya Alam dan Ekosistemnya perlu secepatnya direvisi, mengingat
unsur-unsur pidana dalam undang-undang tersebut sudah tidak
tepat lagi digunakan melihat perkembangan dewasa ini, pelaku

menggunkan modus operandi yang lebih modern.



3. Sertakan kejelasan kewenangan bagi para penyidik kepolisian
maupun lembaga-lembaga terkait agar tidak terjadi tumpang tindih

kewenangan.
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